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THE POTENCY OF RESTAURANT AND PARKING TAXES ON THE 
LOCAL ORIGINAL INCOME (PAD) OF REGENCY BOYOLALI 
 




Local autonomy bring the concequences for each autonomous region to dig 
their own finance sources, especially revenues from their own region that called 
Local Original Income One of the primary sources from Local Original Income is 
local taxes revenues. The amount of local taxation income are influenced by the 
kind of local taxation which is being implemented and adjusted by the rule that is 
implemented, related with income of local taxation 
This final project writing aims to find out the contribution of restaurant and 
parking taxes to the local original income (PAD), to find out the potency of 
restaurant and parking taxes as well as their effect on PAD and also to find out 
effectiveness level of restaurant and parking taxes collected by DPPKAD of 
Regency Boyolali during 2006 to 2009 period. Considering such problems, this 
research was done using interview, observation, and documentation.  
From the result of analysis, it can be concluded that: firstly, restaurant and 
parking taxes does not give high contribution to the local original income, because 
they are still bellow 1%. The contribution of restaurant tax declines by 0.04% in 
2007, during 2007 to 2009 period it’s contribution is stable of  0.85%. Meanwhile 
there is significant increase in parking tax in 2009 of  0.29%because there is new 
object, the previous mean of which gives contribution of  0.2%.  Secondly, the 
realization of restaurant and parking tax revenue still low, it can be seen from the 
presence of potency calculation difference done with the paid tax. From the 
sample obtained by the writer, the mean difference of tax revenue and tax potency 
is above 50%. Thus, the tax paid by the restaurant and parking employer is still 
low compared with it’s actual potency. The third, conclusion is that the restaurant 
and parking tax collection  by DPPKAD of Regency Boyolali can be said has 
been effective, because it’s effectiveness level is above 100%. Based on the result 
of research, it is expected that there is tax potency before defining the budget 
target as well as a team should be established serving as the examiner of taxpayer 
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Otonomi daerah telah membawa konsekuensi pada setiap daerah otonom 
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, terutama pendapatan yang 
bersumber dari daerahnya sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah. Salah 
satu sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pajak daerah. 
Jumlah penerimaan komponen pajak daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya 
jenis pajak daerah diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak 
restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD), untuk 
mengetahui potensi dari pajak restoran dan pajak parkir serta pengaruhnya 
terhadap PAD juga untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran maupun 
pajak parkir  yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali tahun 2006 
sampai tahun 2009. Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian ini 
dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi.  
Dari hasil analisa diperoleh beberapa kesimpulan: pertama,  pajak restoran 
dan pajak parkir tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, karena 
masih dibawah 1%. Kontribusi pajak restoran mengalami penurunan 0.04% di 
tahun 2007, dari tahun 2007 sampai 2009 kontribusi tetap sebesar 0.85%. 
Sedangkan pada pajak parkir terjadi kenaikan yang signifikan tahun 2009 sebesar 
0.29% karena terdapat objek baru, yang rata-rata sebelumnya memberikan 
kontribusi 0.2%. Kedua, realisasi penerimaan pajak parkir dan restoran masih 
rendah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya selisih perhitungan potensi yang 
dilakukan dengan pajak yang dibayarkan. Dari sampel yang diambil oleh penulis 
rata-rata selisih penerimaan pajak dan potensi pajak di atas 50%. Sehingga pajak 
yang dibayarkan oleh pengusaha restoran maupun parkir masih tergolong rendah 
dengan potensi yang sebenarnya. Kesimpulan yang ketiga, pemungutan pajak 
restoran dan pajak parkr oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat dikatakan 
sudah efektif, karena tingkat pencapaian efektivitas diatas 100%. Berdasarkan 
hasil penelitian, diharapkan ada perhitungan potensi pajak sebelum menetapkan 
target anggaran serta perlu dibentuk Perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas 
sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk 
mendeteksi kebenaran omzet penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak 
membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
 
 








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan 
dari sektor migas dan ekspor barang–barang non migas. Sebagai salah satu 
penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah 
maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan perekonomian. 
Pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung secara berkesinambungan 
dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Suparmoko, 2002).  
Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak telah mencanangkan 
suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. 
Pembangunan nasional adalah kegiataan yang berlangsung terus menerus dan 
bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 
yang bersifat material maupun spritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha 
meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Untuk 
menunjang keberhasilan pembanguan diperlukan penerimaan yang kuat, di mana 
sumber pembiayaan diusahakan tetep bertumpu pada penerimaan dalam negeri 
dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap 
(Koswara,  2001). 
Kusumah (2001) menjelaskan kemandirian pembangunan diperlukan baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. 
Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar 
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pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya 
sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.  Menurut UU No.32 Tahun 
2004 pasal 1 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Adapun K.J. Davey (1998) berpendapat bahwa salah satu faktor pendukung 
penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah 
untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia 
didaerah dan kelembagaan pemerintah daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan 
Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan. 
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi secara maksimal pemerintah 
mengeluarkan  kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah dan berorientasi pada 
peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya 
sendiri dan diprioritaskan pada pengalihan dana mobilisasi sumber-sumber 
daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan 
daerahnya.  Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan daerah mampu 
mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
 Pendapatan Daerah adalah adalah hak Pemerintah Daerah sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan 
daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain- 
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Lain Pendapatan Yang Sah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 
2004 yaitu:  
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam 
membiayai kegiataannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
a. Pajak Daerah 
Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah adalah 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada  
pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah 
dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. 
b. Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah ialah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu 
jasa atau fasilitas dan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung 
dan nyata kepada pembayar. 
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan yaitu penerimaan berupa hasil perusahaan milik daerah 
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dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian 
laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga 
keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba 
perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan 
modal/investasi kepada pihak ketiga. 
d. Lain-lain PAD Yang Sah 
Lain-lain PAD Yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang 
tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong 
atau bentuk lain sebagai akibat penjualandan atau pengadaan barangdan 
atau jasa oleh daerah. 
 
2. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah 
untuk membiayai pengeluaran daerah. Klasifikasi Dana Perimbangan adalah 
dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi 
khusus.  Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 
pemerintah daerah dan pemerintah daerah. 
a. Dana Bagi Hasil Pajak 
Dana bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan , pajak penghasilan (PPh) 
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b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
Dana bagi hasil bukan pajak diperoleh dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, 
pemberian hak atas tanah negara, pungutan pengusaha perikanan dan hasik 
perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain. 
c. Dana Alokasi Umum 
Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat 
kepemerintah daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan 
kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian 
pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. 
d. Dana Alokasi Khusus 
Dana alokasi khusus adalah bagian dana pendapatan APBN dan 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional. 
 
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari 
sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. 
a. Pendapatan Hibah  
Pendapatan Hibah ialah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 
pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam 
bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli 
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 
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b. Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Dana Darurat yaitu dana dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau 
krisis solvabilitas. 
 
 Dari berbagai sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan salah 
satu sektor utama dalam penerimaan daerah yang memegang peranan penting bagi 
perkembangan daerah dan pembangunan nasional. Kabupaten Boyolali sebagai 
bagian dari Propinsi Jawa Tengah  tentunya memerlukan dana yang cukup besar 
dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor.  
Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan 
bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sendiri. 
Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah biasa dikenal dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di 
samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan 
daerah lainnya.  Sejalan dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali 
sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 
berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber 
penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini 
perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. 
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Tabel 1. 1 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan 
Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2009 (Rupiah) 
 
Jenis Pendapatan 2006 2007 2008 2009 
Pajak Daerah 9.442.747.838 10.619.322.722 11.155.035.906 12.896.540.751 
Retribusi Daerah 33.628.502.085 40.020.935.424 38.959.749.828 47.864.138.154 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan 
2.420.450.731 2.185.224.113 2.752.499.538 3.334.578.625 
Lain-lain PAD yang sah 13.815.583.252 14.612.191.411 10.866.123.189 9.856.080.607 
JUMLAH 59.307.282.906 67.437.637.670 63.733.408.461 73.951.338.137 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali 
 
 Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Pajak Daerah menduduki 
urutan kedua dalam hal besarnya kontribusi terhadap PAD setelah Retribusi 
Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terkait dengan 
pelaksaaan otonomi daerah, oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup 
berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis pajak daerah 
tersebut adalah Pajak restoran dan Pajak parkir. 
Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan 
didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk 
melihat kemampuan Pemeritah Kabupaten Boyolali dalam menghimpun 
penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan 
pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Hal ini 
dapat dilihat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang 
biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi 
pengeluaran pemerintah daerah.  
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Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak 
terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah.  
Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian 
laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah 
lainnya.  Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan 
daerah di mana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber 
penerimaan baru yang potensial. Pemerintah daerah perlu untuk lebih 
meningkatkan secara maksimal potensi-potensi pada pajak daerah. Kabupaten 
Boyolali merupakan salah satu daerah yang memiliki letak dan potensi daerah 
yang baik untuk pembangunan. 
Pembangunan di Boyolali mengalami perkembangan di segala bidang, 
dikarenakan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
yang salah satunya berasal dari pajak daerah Tingkat II. Di Kabupaten Boyolali 
terdapat tujuh jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh 
Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya menghimpun dana guna 
meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas 
tujuh jenis Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Parkir; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak 
Reklame; (4) Pajak Penerangan Jalan Umum; (5) Pajak Hiburan; (6) Pajak Parkir; 
dan (7) Pajak Bahan Galian Golongan C. Dari ketujuh jenis pajak di atas pajak 
restoran dan pajak parkir di Kabupaten Boyolali realisasinya mengalami kenaikan 
yang cukup besar dan dapat dijadikan penerimaan daerah yang cukup berpotensi. 
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Berikut ini adalah penerimaan pajak restoran dan pajak parkir di 
Kabupaten Boyolali selam tahun 2006 sampai tahun 2009. 
Tabel 1. 2 
Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir 











1 2006 83.910.500  1.347.500  
2 2007 90.003000 6.092.500 2.040.200 692.700 
3 2008 94.923.500 4.920.500 4.037.500 1.997.300 
4 2009 109.180.000 14.256.500 42.018.832 37.981.332 
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Boyolali 
 
 Tabel 1.2 menunjukkan perolehan penerimaan dari pajak restoran dan 
pajak parkir selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Tahun 2006 ke tahun 
2007 terjadi kenaikan Rp6.092.500 untuk pajak restoran dan kenaikan penerimaan 
pajak parkir Rp692.700, di tahun 2008 penerimaan pajak restoran naik 
Rp4.920.500, Rp1997.300 kenaikan penerimaan pajak parkir ditahun yang sama. 
Pada tahun 2009 penerimaan pajak parkir naik secara signifikan sebesar 
Rp37.981.332 dan untuk pajak restoran terjadi kenaikan Rp 14.256.500 di tahun 
2009. Meskipun penerimaan pajak restoran dan pajak parkir selalu mengalami 
peningkatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali selalu berusaha meningkatkan pajak restoran dan 
pajak parkir di masa mendatang seiring dengan otonomi daerah. 
Untuk itu pemerintah daerah  perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak 
restoran dan pajak parkir, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga 
dapat mempelancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara 
efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Boyolali sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif 
melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah 
satunya adalah pajak restoran dan pajak parkir. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti potensi 
penerimaan pajak restoran dan parkir yang khususnya dilakukan oleh pemerintah 
daerah melalui DPPKAD Kabupaten Boyolali sebagai sumber pendapatan asli 
daerah, dan pada kesempatan ini penulis mengangkat masalah tersebut sebagai 
Tugas Akhir dengan judul “POTENSI PAJAK RESTORAN DAN PARKIR 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Berapa Kontribusi pajak restoran dan pajak parkir  terhadap PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) di Kabupaten Boyolali? 
2. Berapa besar potensi yang dimiliki pajak restoran dan pajak parkir di 
Kabupaten Boyolali? 
3. Berapa tingkat  keefektifan penerimaan pajak restoran dan pajak parkir di 
Kabupaten Boyolali ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan gambaran umum dan perumusan masalah di atas maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD. 
2. Untuk mengetahui potensi dari pajak restoran dan pajak parkir serta  
pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. 
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir di 
Kabupaten Boyolali. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah 
khususnya DPPKAD Kabupaten  Boyolali mengenai keberadaan sektor pajak 
restoran dan parkir yang cukup potensial untuk di pungut. 
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2. Sebagai masukan bagi instansi yang terkait yang nantinya dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam penerimaan 
pajak daerah disektor pajak Restoran dan Parkir. 
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang pajak 
daerah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah 
kedalam kerja praktek. 
4. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi 
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Desain Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan dengan membuat analisis 
dan deskripsi yang terbatas pada kasus potensi pajak restoran dan pajak parkir 
di Kabupaten Boyolali. 
2. Objek Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, sedangkan untuk objek penelitian 
penulis menentukan beberapa sampel tiga objek penelitian. Sampel untuk 
pajak restoran yaitu Pemancingan Taman Air, Rumah Makan Elang Sari, dan 
Warung Makan Soto Rumput, sedangkan sampel untuk objek pajak parkir 
yaitu parkir di Terminal Bus Sunggingan Boyolali, Parkir di pemancingan 
Taman Air, Parkir di Bandara Udara Adi Sumarmo dan Parkir di Swalayan 
Luwes. Penulis mengambil sampel objek tersebut karena objek tersebut 
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memiliki potensi pajak yang cukup tinggi dan memberikan pendapatan daerah 
yang cukup besar melalui pajak. 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis Data yang digunakan meliputi: 
a. Laporan Feedback pajak daerah tahun 2006 sampai dengan 2009, laporan 
tersebut berisi rekapitulasi target, realisasi penerimaan Pajak Daerah 
Kabupaten Boyolali. 
Tabel 1. 3 
Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran dan Parkir 
Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2009 
 Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali 
 Dari tabel 1.3 di atas realisasi penerimaan  pajak restoran dan pajak 
parkir cukup besar karena dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan, 
sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran dan pajak 
parkir cukup potensial. Pada Tahun 2006 realisasi pajak restoran sudah 
mencapai Rp83.910.500, namun ditahun 2007 anggaran untuk pajak 
restoran masih rendah dibanding realisasi tahun 2006 yaitu sebesar 
Rp82.850.000, sehingga terdapat selisih Rp1.060.500. Hal ini terjadi 
karena penentuan anggaran untuk pajak restoran tahun 2007 dalam 
pembahasan APBD dilakukan pada bulan Oktober/November tahun 2006, 














2006 80.250.000 83.910.500 1.150.000 1.347.500 
2007 82.850.000 90.003.000 1.750.000 2.040.200 
2008 85.500.000 94.923.500 2.300.000 4.037.500 
2009 85.500.000 109.180.000 2.300.000 42.018.850 
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tahun 2006 dan untuk tahun-tahun berikutnya Pemda juga memakai 
asumsi perkiraan realisasi yang akan datang dalam penentuan anggaran. 
Sedangkan untuk pajak pajak parkir terdapat kenaikan yang signifikan 
pada tahun 2009 hal ini disebabkan adanya subjek pajak parkir baru di 
pertengahan tahun 2009, sehingga anggaran dan realisasi pajak terdapat 
selisih yang cukup besar yaitu Rp 39.718.850. 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak 
Restoran dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir. 
 
Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah: (a) Data Primer adalah data 
yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, data diperoleh yang berupa 
hasil wawancara (Moleong, 2000). Data Primer diperoleh dengan wawancara 
langsung dengan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, Pengelola restoran dan tempat parkir 
yang diambil sebagai sampel. Pengelola restoran dan tempat parkir yang 
diambil sebagai sampel yaitu Pengelola Pemancingan Taman Air Tlatar, 
Rumah Makan Elang Sari, Warung Makan Soto Rumput, pengelola  parkir di 
Terminal Bus Sunggingan Boyolali, Pemancingan Taman Air, Bandara Udara 
Adi Sumarmo dan Swalayan Luwes; (b) Data Sekunder adalah data yang 
diperoleh secara tidak langsung yang penulis peroleh dari buku-buku, artikel, 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kegiatan langsung ke 
objek penelitian, teknik yang digunakan meliputi: (a) Wawancara, metode 
wawancara atau interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara 
mengajukan pertanyaan secara lisan. Ciri utama wawancara adalah konteks 
langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber 
informasi (Rahman, 1999). Metode Wawancara akan digunakan untuk 
mencari data kulitatif yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah khususnya pajak Restoran dan Parkir. Wawancara dengan pihak 
DPPKAD untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktik 
pemungutan pajak restoran daan parkir, terutama masalah potensinya yang 
berpengaruh terhadap PAD yang digunakan penulis sebagai objek penelitian; 
(b) Dokumentasi, dokumentasi merupakan sesuatu yang tertulis, tercetak atau 
terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan (Rahman, 1999). 
Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data kuantitatif yang 
berupa pajak restoran dan parkir dan Pendapatan Asli Daerah; (c) Observasi, 
dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan tentang 
keberadaan atau fenomena yang dijumpai Arikunto, 1998). Kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan menghitung subjek pajak parkirdan 
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F. TEKNIK PEMBAHASAN 
Teknik pembahasan yang digunakan oleh penulis adalah pembahasan 
deskriptif. Moleong (2000) menjelaskan pembahasan deskriptif merupakan 
pembahasan yang mendeskripsikan/menggambarkan dan menginterpretasikan 
sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 
berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi 
serta kecenderungan yang sedang berlangsung. Penulis membuat suatu 
gambaran mengenai suatu objek.  Dalam hal ini, objek pajak restoran dan 
objek pajak parkir  secara sistematis dan akurat. Penulis menjelaskan secara 
































A. DEFINISI PAJAK 
Banyak definisi atau pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan 
oleh para ahli. Beberapa definisi pajak tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut: 
Definisi pajak menurut Rohmat Sumitro dalam Suandy (2005) 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik adalah pengertian 
tentang pajak  (Suandy, 2005). 
Pengertian Pajak NJ. Feldmann yang dikutip Waluyo (2007) pajak 
merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada 
pengusaha, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran secara umum (Waluyo, 2007). 
Adapun penjelasan yang dikemukakan Soeparman Soemidjadja 
mengenai pajak, ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 
umum (Burton dan Wirawan, 2007). 
M.J.H.Smeets menjelaskan pajak adalah prestasi kepada pemerintah 
yang terutang melaui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adnya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya 
adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2005). 
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B. FUNGSI PAJAK 
Terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain fungsi Budgetair, fungsi 
Regulerend, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi  dengan penjelasan 
sebagi berikut: (1) Fungsi Budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana 
yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluran-pengeluaran pemerintah;  
(2) Fungsi Regulerend, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengtur atau 
melaksanakan kebijkan dibidang sosial dan ekonomi; (3) Fungsi Sosial, 
Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa 
besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang 
untuk dapat mencapai kepuasan setinggi-tingginyasetelah dikurangi kebutuhan 
primer; (4) Fungsi Demokrasi, pajak dipungut sebagai wujud bentuk 
persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat; (5) Fungsi 
Redistribusi, pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk 
penegakan keadilan sosial. Makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, 
maka makin kecil kekuatan seseorang untuk membayar pajaknya (Mardiasmo, 
2003). 
 
C. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 
Waluyo (2007) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pemungutan 
pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga terdapat 
keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asas pemungutan pajak. 
Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: (1) Equality, pemungutan 
pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang 
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pribadi yang harus sebanding dengan kemempuan membayar pajak atau 
ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) Certainty, 
penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenag. Oleh karena itu, Wajib 
Pajak harusmengetahui secara jelasdan pasti besarnya pajak yang terutang, 
kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran; (3) Convenience, kapan 
wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang 
tidak menyulitkan wajib pajak; (4) Economy, secara ekonomi bahwa biaya 
pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak 
diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh 
Wajib Pajak. 
 
D. CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan dua stelsel, yaitu stelsel nyata 
dan stelsel anggapan. (1) Stelsel nyata (rill stelsel), pengenaan pajak 
didasarkan pada objek (penghasilan) yangg nyata, sehingga pemungutannya 
baru dapat dilakukan setelah pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan 
yang sesungguhnya telah dapat dketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 
yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat 
dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui); (2) Stelsel 
Anggapan (fictive stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan 
yang diatur oleh perundang-undangan, sebagai contoh penghasilan satu tahun 
dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak 
telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun 
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berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (Zain, 2007). 
 
E. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 
Suandy (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem pemungutan 
pajak: (1) Official Assement system adalah sistem pemungutan pajak yang 
wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan 
besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. 
Wajib pajak pasif  menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya;      
(2) Semi Self  Assement System yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana 
wewenang untuk mementukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang 
berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme 
pelaksanaan sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada 
awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak yang terutang yang sesungguhnya 
ditetapkan oleh fiskal;  (3) Full Self Assement System, suatu sistem 
pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan 
sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak harus aktif menghitung dan 
melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan fiskus;             
(4) Withoding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana 
wewenang untuk mementukan besarnya yang terutang oleh seseorang berada 
pada pihak ketiga, dam bukan oleh fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. 
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F. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK 
Resmi (2007) mengungkapkan agar tercapai keadilan dan kepastian hukum 
serta dapat tercapainya fungsi pajak perlu memperhatikan beberapa syarat-
syarat, yaitu: 
1. Syarat Keadilan 
Syarat pemungutan pajak pada umumnya mengabdi pada keadilan, baik 
keadilan dalam prisip mengenai perundang-undangan maupundalam 
praktek sehari-hari. Keadilan besifat relatif, maka dalam menentukan 
keadilan dalam bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau 
prinsip-prinsip sebgai berikut: (a) Keadilan itu akan terasa apabila pajak 
itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang bersifat 
menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat; (b) Pedoman umum dalam 
mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan yang perumusannya 
adalah setiap anggota masyarakat adalah sama atau sederajat. 
2. Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus didasarkan pada kententuan yang legal dan 
formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. 
3.  Syarat Ekonomis 
Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan salah satu alat bagi 
pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. 
Syarat ekonomis ini sejalan dengan dengan fungsi mengatur, oleh 
karenanya pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat 
dan membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasioanal. 
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4. Syarat Finansial 
Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan 
sebagian untuk menutup pengluaran negara. 
 
G. PENGELOMPOKAN PAJAK 
Ilyas (2004) mengungkapkan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang 
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, meneurut 
sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 
1. Menurut Golongan 
Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 
langsung dan pajak tidak langsung. (a). Pajak Langsung, pajak langsung 
adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak 
dan tidal bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihal 
lain. Pajak harus menjadi beban sendiri wajib pajak yang bersangkutan. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan dibayar atau 
ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan 
tersebut; (b). Pajak Tidak Langsung, pajak tidak langsung merupakan 
pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 
suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 
misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN). 
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Untuk menentukan apakah suatu pajak langsung atau pajak tidak 
langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur 
yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur 
tersebut meliputi: (1) Penanggung jawab pajak merupakan orang yang 
secara formal yuridis harus melunasi pajak; (2) Penanggung pajak adalah 
orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya; (3) Pemikul 
pajak ialah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus 
dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka 
pajaknya disebut pajak langsung. Sebaliknya jika unsur tersebut terpisah 
atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak 
langsung. 
 
2. Menurut Sifat 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:.           
(a) Pajak Subjektif, pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya 
memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak 
yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan;       
(b). Pajak Objektif, pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya 
memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, 
atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 
tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib pajak) maupun 
tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas 
Penjualan Barang Mewah. 
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3. Menurut Lembaga Pemungut 
Pajak negara dan pajak daerah adalah jenis pajak menurut lembaga 
pemungutnya.: (a). Pajak negara atau pajak pusat ialah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara. (b). Pajak Daerah, pajak daerah merupakan pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah Tingkat I 
(Propinsi), contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan bermotor; (2) Pajak Daerah Tingkat II 
(Kotamadya/Kabupaten), contohnya: Pajak Penerangan Jalan Umum 
(PPJU), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak 
Hiburan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
 
H. PAJAK DAERAH 
Menurut UU No.33 Tahun 2004 pengertian pajak daerah adalah pajak 
yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah. Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada  pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah 
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1. Ciri-ciri Pajak Daerah 
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah, maka perpajakan 
daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: (a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, 
berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar 
dibandingkan ongkos pemungutannya; (b) Relatif stabil, artinya penerimaan 
pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang meningkat secara drastis 
dan adakalanya menurun secara tajam; (c) Tax base-nya harus merupakan 
perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar 
(Koswara, 2001). 
 
2.  Prinsip PemungutanPajak Daerah 
Sugianto (2008) menjelaskan pemungutan pajak daerah selain didasarkan 
dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu 
diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib 
pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah tersebut yaitu: (a) Prinsip 
kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan 
relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus 
digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu; (b) Prinsip 
Kepastian, pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga 
mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi 
pemerintah sendiri; (c) Prinsip Kecocokan, pajak jangan sampai menekan 
wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan 
pembayaran kepada pemerintah. 
 
  26 
3. Azas Pemungutan pajak daerah 
Koswara (2001) menjelaskan dalam pemungutan pajak daerah harus terdapat 
azaz-azaz pemungutan pajak daerah. Azaz pemungutan pajak daerah sebagai 
berikut: (a) Harus ada kepastian hukum; (b) Pemungutan pajak daerah tidak 
boleh diborong; (c) Masalah pajak harus jelas; (d) Barang-barang keperluan 
hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan 
memberikan keistimewaan yang menguntungkan bagi seseorang atau 
golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan 
keputusan presiden. 
 
4. Tolak Ukur Suatu Pajak Daerah 
Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat 
menggunakan ukuran yang dapat menjadi tolak ukur pajak daerah adalah: 
(a) Hasil (Yield), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya 
dengan berbagai layananyang dibiayainya, stabilitas dan elastisitashasil 
pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil 
pajak dengan biaya pemungutan; (b) Keadilan (Equity), dasar pajak dan 
kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenag-wenang. Pajak 
bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak haruslah 
sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki 
sumber daya ekonomi yang lebih besar dapat memberikan sumbangan yang 
lebih besar pula. Pajak harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti 
hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenag-wenang 
dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini 
mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat;    
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(c) Daya Guna Ekonomi (Economic Eficiency), pajak hendaknya mendorong 
penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam khidupan ekonomi;  
(d) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a 
Revenue Souce), dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu 
pajak haruslah dibayarkan dan temapat pemungutan pahjak sedapat mungkin 
sama dengan temapat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari 
dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain. 
Pajak daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari 




















A. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN, 




1. Sejarah singkat Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
 
 
Pada awalnya kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali yang beralamatkan di jl. Teratai 
No.6 Boyolali  belum merupakan dinas akan tetapi hanya merupakan seksi 
dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Boyolali yang disebut seksi 
pasar. Mengingat tugas dari bagian tersebut, maka salah satu seksi diubah 
menjadi dinas penghasilan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Boyolali 7 Maret 1974 No.13 Hukum B.3/III/1974 yaitu 
dengan nama Dinas Penghasilan Daerah Tingkat II Boyolali. 
Pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
No.1KUPP7/12/41/101 tertanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Boyolali dengan 
Peraturan Daerah No.7 Tahun 1979 tanggal 18 September 1979 Dinas 
Penghasilan Daerah diubah lagi menjadi Dinas Pendapatan Derah 
(DIPENDA) Tingkat II Boyolali. Wewenang pemerintah daerah dalam rangka 
mengelola pendapatan daerah oleh pemerintah pusat ditetapkan undang-
undang yang mengatur pengadaan pendapatan daerah dengan terbentuknya: 
(a) Undang-Undang No.11/DRT/1957 tentang Pajak Daerah;                         
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(b) Undang-Undang No.12/DRT/1957 tentang Pajak Daerah;                         
(c) Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Dengan 
adanya perkembangan tersebut, maka pemerintah da adanya pemisahan seksi 
maupun sub bagian pendapatan daerah di dalam perekonomian menjadi suatu 
dinas yang berdiri sendiri di Daerah Tingkat II Kabupaten Boyolali. 
Sesuai dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah No970/611/1990 tentang Pemberlakuan Manual Pendapatan Daerah 
(MAPATDA) yaitu sistem baru di bidang perpajakan, retribusi daerah, 
pendapatan lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
wilayah Boyolali, maka sejak tahun 1991 Peraturan Daerah No.7 Tahun 1979 
tidak sesuai lagi . Kemudian dibentuklah Cabang Dinas Pendapatan Daerah 
Tingkat II Boyolali. Cabang ini dipimpin oleh kepala cabang dan dibantu oleh 
tata usaha dan beberapa sub seksi dan pemerintah daerah menerbitkan 
Peraturan Daerah No.9 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja 
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Boyolali. Kemudian dikeluarkan UU 
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan otonomi 
daerah. 
Seiring diberlakukannya otonomi daerah, Peraturan Daerah No.9 
Tahun 1991 diubah menyeluruh sehingga Pemerintah Kabupaten Boyolali 
mengeluarkan Peraturan daerah baru yaitu Peraturan Daerah No.2 Tahun 2001 
tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-Dinas  Kabupaten 
Boyolali Kewenanangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah harus 
disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana 
serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan tersebut. 
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Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.2 Tahun 2001 
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas  Kabupaten 
Boyolali yang tugasnya untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan yang dipegang oleh 
DIPENDA. Pada tanggal 31 Januari 2008 dan diundangkan tanggal 1 Februari 
2008 oleh Sekretaris Daearh Kabupaten Boyolali. Berkaitan dengan hal 
tersebut, maka yang menjadi tugas dan fungsi DIPENDA masuk dalam 
DPPKAD sehingga mulai tahun 2008 Peraturan Daerah No.2 tahun 2001 tidak 
berlaku lagi, maka pemerintah daerah pada tahun 2008 telah melaksanakan 
perubahan yang baru, yakni Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Di mana Susunan Organisasi, 
Kedudukan dan Tugas Pokok sebelumnya pengelolaan pendapatan dikelola 
oleh DIPENDA dan pada Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 
baru (DPPKAD) penelolaan pendapatan dikelola pada Bidang Pendapatan 
DPPKAD. 
Struktur organisasi yang semula Dinas Pendapatan Daerah derubah 
menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Boyolali. DPPKAD merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai 
tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah 
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
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2. Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
 
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah terdiri dari: 
1. Kepala Dinas. 
 
2. Sekretariat, terdiri dari: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub 
Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan. 
 
3. Bidang Pendapatan, terdiri dari: (a) Seksi Pendapatan Asli Daerah;         
(b) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lin-Lain yang Sah; (c) Seksi 
Pengendalian Operasional Pendapatan. 
 
4. Bidang Anggaran, Terdiri dari: (a) Seksi Penyusunan APBD; (b) Seksi 
Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah; (c) Seksi Evaluasi 
APBD. 
 
5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, terdiri dari: (a) Seksi Pembukuan 
dan Pelaporan; (b) Seksi Perbendaharaan; (c) Seksi Pengelolaan Kas 
Daerah. 
 
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari: (a) Seksi 
Pengelolaan Aset Daerah; (b) Seksi Pendataan Aset Daerah; (c) Seksi 
Utang Piutang dan Investasi. 
 
7. Unit Pelaksana Teknis. 
 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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3. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali, dalam 
melaksanakan tugasnya DPPKAD mendapat Pembinaan Teknik Fungsional 
dari DPPKAD Tingkat I agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari 
masing-masing dapat menghasilkan sesuatu yang berdaya guna dan lebuh 
efisien dalam masyarakat Kabupaten Boyolali, maka dari itu tugas yang 
dilakukan menurut jabatannya adalah: 
 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
 
b. Sekretariat 
Sekretariat bertugas untuk melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah 
tangga, hubungan mayarakat, keprotokolan, barang, keuangan, 
perencanan, penelitian dan pelaporan, serta urusan umum dan 
kepegawaian  Sekretariat terdiri dari: (1) Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengolahan 
administrasi umum; (2) Sub Bagian Keuangan, sub bagian keuangan 
bertugas melaksanakan administrasi pentausahaan keuangan, pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; (3) Sub Bagian 
Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan, sub bagian perencanaan penelitian 
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dan pelaporan bertugas melaksanakan pengumpulan data, penyusunan 
dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, meneliti dan menilai serta 
menyusun laporan. 
 
c. Bidang Pendapatan 
Bidang Pendapatan bertugas melaksanakan pendataan, penetapan wajib 
pajak, menyusun target atau menghitung realisasi, melaksanakan kegiatan 
itensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menyusun dan 
menyiapkan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan, terdiri dari:     
(1) Seksi Pendapatan Asli Daerah, seksi pendapatan asli daerah bertugas 
merencanakan, mengawasi dan mengndalikan di bidang pendapatan asli 
daerah; (2) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah, 
seksi ini bertugas merencanakan, memantau dan mengawasi dana 
perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah; (3) Seksi Pengendalian 
Operasional Pendapatan, seksi ini bertugas merencanakan, mengawasi dan 
melaksanakan kegiatan pengendalian operasional pendapatan. 
 
d. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran bertugas melaksanakan perencanaan ,pengoordinasian 
dan pengendalian program  atau kegiatan bidang anggaran. Bidang 
anggaran terdiri dari: (1) Seksi Penyusunan APBD, seksi ini bertugas 
merencanakn dan menyiapkan bahan rancangan penyusunan SPBD, 
perubahan APBD, menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, menyiapkan 
anggaran kas dan SPD; (2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana 
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Bantuan Daerah ,seksi ini  bertugas melaksanakan, mengelola dana belanja 
tidak langsung SKPD, monitoring, pengendalian, pembinaan dan analisa 
pelaksanaan dana bantuan daerah; (3) Seksi Evaluasi APBD ,seksi 
evaluasi APBD bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, 
pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis dibidang evaluasi 
administrasi APBD. 
 
e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan 
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan bertugas melaksanakan 
perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program atau kegiatan di 
bidang akuntansi dan perbendaharaan. Bidang akuntansi dan 
perbendaharaan terdiri dari: (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, seksi 
pembukuan dan pelaporan bertugas melaksanakan pembukuan dan 
pelaporan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan 
penyusunan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD; 
(2) Seksi Perbendaharaan, Seksi perbendaharaan bertugas melaksanakan 
pengujian kebenaran data urusan kepegawaian dan meneliti data gaji 
pegawai, rutin non gaji, membina ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian 
perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai; (3) Seksi 
Pengelolaan Kas Daerah, Seksi pengelolaan kas daerah bertugas 
melaksanakan pengelolaan, penerimaan dan pencatatan pendapatan secara 
tunaimaupun surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank yang 
ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro 
maupun deposito. 
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f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah 
Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah bertugas melakukan 
pengelolaan kepemilikan kekayan daerah  dan transaksi utang piutang dan 
invetasi.  Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:       
(1) Seksi Pengelolaan Aset Daerah, seksi pengelolaan aset daerah bertugas 
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang-barang 
kekayan daerah  yang menjadi aset daerah; (2) Seksi Pendataan Aset 
Daerah, seksi pendataan aset daerah bertugas melaksanakan pengurusan, 
pengaturan, pencatatan, dan pelaporan barang-barang yang menjadi aset 
daerah; (3) Seksi Utang Piutang dan Investasi, seksi utang piutang dan 
investasi bertugas melaksanakan penatausahaan utang piutang dan 
investasi daerah serta merealisasi pembayaran atas perjanjian dan akibat 
yang lain pada pihak ketiga. 
 
g. Unit Pelaksana Teknis. 
Unit Pelaksana Teknis bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional 
DPPKAD di terminal bus maupun non bus. Fungsi pelaksana teknis ini 
antara lain: (1) Pelaksana teknis penerima jenis-jenis pendapatan yang 
berada di terminal; (2) Pemeliharaan kekayaan yang berada diterminal dan 
penataan lingkungan; (3) Pengatur dan pengawas pemanfaatan terminal 
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h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian fungsi 
DPPKAD serta profesional sesuai dengan bidang keahliannya secara 
profesional. Kelompok Jabatan terdiri dari: (1) Juru Sita; (2) Operator 
Elektronik Komputer; (3) Bendaharawan Khusus Penerima; (4) Unit 
Penyuluhan; dan (5) Kearsipan. 
 
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanagan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali 
 
a. Visi DPPKAD Kabupaten Boyolali 
Terwujudnya menajemen pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 
derah yang profesional, transparan dan akuntabel. 
 
b. Misi DPPKAD Kabupaten Boyolali 
(1) Mewujudkan keadilan antar bidang atau sektor sesuai kemampuan 
daerah dan masyarakat; (2) Meningkatkan atau mengoptimalkan 
pendapatan asli daerah; (3) Meningkatkan sumber daya manusia pengelola 
keuangan aset daerah; (4) Menertibkan administrasi dan akuntabilitas;    
(5) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif 
dan transparan; (6) Memantapkan koordinsi perencanaan anggaran dalam 
menjamin likuiditas anggaran daeah; (7) Meningkatkan pemanfaatan 
teknologi informasi pendukung manajemen anggaran pengelolaan 
keuangan aset daerah; dan (8) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan 
APBD yng tepat dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat bagi masyarakat. 
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B. LAPORAN MAGANG 
 
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) yang dilakukan penulis 
berlangsung dari tanggal 05 Februari 2010 sampai dengan 27 Maret 2010. 
Pelaksanaan  KMM dimulai dari hari senin sampai Sabtu, dengan jam kerja 
setiap hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 07.15 WIB-13.30 WIB, 
hari Jumat dimulai pukul 07.15 WIB-11.00 WIB,dan pada hari Sabtu jam 
kerja dimulai pukul 07.15 WIB- 12.30 WIB. Setiap hari Jumat diadakan Gerak 
Jalan Bersama.  
Kegiatan yang dilakukan selama KMM, yaitu pemahaman materi secara 
umum tentang pajak daerah Kabupaten Boyolali, yang meliputi:  (1) Sejarah 
berdirinya perusahaan; (2) Lokasi Perusahaan; (3) Struktur organisasi; (4) Visi 
dan misi Perusahaan; (5) Pajak daerah yang ada di Kabupaten Boyolali. Selain 
Pemahaman secara umum tentang DPPKAD Kabupaten Boyolali, mahasiswa 
juga terlibat dalam praktek secara nyata pada dua bagian (divisi), yaitu pada 
bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada bagian Dana Perimbangan 
dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Pada Bagian PAD mahasiswa 
melakukan praktek, yang meliputi: 
a. Administrasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya pajak yang terutang.  
 Mahasiswa mengadministrasikan SKPD yang telah dibuat, 
mengarsipkan lembar ketiga SKPD pada arsip SKPD ke masing-
masing jenis pajak daerah, sedangkan lembar pertama dan lembar 
kedua diberikan kepada wajib pajak. 
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b. Administrasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh 
wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke kas daerah melalui DPPKAD. 
 Mahasiswa mengadministrasikan SSPD yang telah di buat, 
mengarsipkan lembar ketiga SSPD pada arsip SSPD ke masing-masing 
jenis pajak daerah, sedangkan lembar pertama dan lembar kedua 
diberikan kepada wajib pajak. 
c. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah suratyang digunakan 
oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak 
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
 Mahasiswa membantu wajib pajak dalam menghitung pajak yang 
terutang serta membantu pengisian SPTPD. 
d. Pencatatan Pembayaran Pajak Daerah 
 Mahasiswa mencatat pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak ke 
dalam buku setoran pajak dan merekap pajak yang telah dibayar. 
 
Pada bagian Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah 
mahasiswa melakukan aktifitas antara lain: 
a. Menyiapkan KDHP, DPH, TTS, SSP untuk beberapa kecamatan 
Daftar Penerimaan Harian (DPH) adalah Daftar penerimaan pembayaran 
PBB secara harian. 
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Tanda Terima Sementara (TTS) adalah tanda terima yang diperoleh oleh 
Wajib Pajak setelah membayar PBB dari petugas pemungut PBB 
Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB. 
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas 
Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 
Konfirmasi Data Hutang Pajak (KDHP) pada prinsipnya permintaan 
konfirmasi tunggakan PBB dari satu Wajib Pajak cukup dilakukan satu 
kali satu tahun. Apabila dalam tahun berjalan telah pernah diperoleh 
awaban konfirmasi tunggakan PBB dari satu Wajib Pajak sampai dengan 
tahun tersebut, maka permintaan konfirmasi tunggakan PBB baru 
dilakukan lagi setelah bulan Maret tahun berikutnya. 
 Mahasiswa menyiapkan KDHP, DPH, TTS, SSP untuk 19 (sembilan 
belas) kecamatan di Kabupaten Boyoali. Dokumen-dokumen ini untuk 
pencatatan pembayaran  dan penyetoran PBB pada tiap kecamatan. 
b. Membuat Kuitansi Bantuan Operasional Jasa Pihak Ketiga 
 Mahasiswa membuat kuitansi bantuan operasional untuk per desa di 
setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. 
c. Membuat Rekap Daftar Anggaran dan Realisasi Pajak 
 Mahasiswa membuat rekap anggaran dan relisasi pajak daerah tahun 
anggaran 2009, serta  mencocokkannya kembali dengan bukti 
penerimaan pajak yang telah ada. 
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C. PEMBAHASAN MASALAH 
Seiring berkembangnya perekonomian di Kabupaten Boyolali, banyak Wajib 
pajak yang membuka warung makan. Saat ini di Kabupaten Boyolali terdapat 
kurang lebih 81 (delapan puluh satu) WP restoran sedangkan untuk pajak 
parkir, di Kabupaten Boyolali masih tergolong baru karena mulai 
diberlakukan pada tahun 2005 yang saat ini memiliki 9 (sembilan) wajib pajak 
parkir.Penulis ingin mengkaji pajak restoran dan pajak parkir di Kabupaten 
Boyolali karena realisasinya mengalami kenaikan yang cukup besar dan dapat 
dijadikan penerimaan daerah yang cukup berpotensi. 
 
1. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali 
 
Perhitungan analisis Kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 
penerimaan pajak restoran dan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, maka dibandingkan antara realisasi 
penerimaan pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD (Mahmudi, 2007). 
Kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah 
(PAD) Kabupaten Boyolali dihitung dengan membandingkan jumlah 
penerimaan pajak restoran dan pajak parkir dengan jumlah penerimaan 
pendapatan asli daerah. Rumus untuk mengetahui kontribusi yang diberikan 
restoran dan pajak parkir sebagai berikut 
Kontribusi = 
Realisasi Penerimaan Pajak 
x 100% 
Realisasi Penerimaan PAD 
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Perhitungan kontribusi pajak restoran dari tahun anggaran 2006-2009 
dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 
a. Tahun anggaran 2006 
Kontribusi = 
83.910.500  
x 100% = 0.89% 
9.442.747.838 
 
b. Tahun anggaran 2007 
Kontribusi = 
90.003.000 
x 100% = 0.85% 
10.619.322.722 
 
c. Tahun anggaran 2008 
Kontribusi = 
94.923.500 
x 100% = 0.85% 
11.155.035.906 
 
d. Tahun anggaran 2009 
Kontribusi = 
109.180.000 
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Besarnya hasil kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD 
dapat dilihat pada tabel 3.1 
Tabel 3.1 




       
Sumber: DPPKAD, data diolah 
 
 
Perhitungan kontribusi pajak parkir yang dilakukan dari tahun anggaran 
2006-2009 dapat dihitung dengan cara: 
a. Tahun anggaran 2006 
Kontribusi = 
1.347.500 
x 100% = 0.01% 
9.442.747.838 
 
b. Tahun anggaran 2007 
Kontribusi = 
2.040.200 
x 100% = 0.02% 
10.619.322.722 
 
No Ayat Pajak Daerah 
Tahun 
2006 2007 
Target Realisasi Target Realisasi 









 0.89%  0.85% 
No Ayat Pajak Daerah 
Tahun 
2008 2009 
Target Target Target Realisasi 
1 Pajak Restoran 85.500.000 94.923.500 85.500.000 109.180.000 





 0.85%  0.85% 
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c. Tahun anggaran 2008 
Kontribusi = 
4.037.500 
x 100% = 0.85% 
11.155.035.906 
 
d. Tahun anggaran 2009 
Kontribusi = 
42.018.850 
x 100% = 0.85% 
12.896.540.751 
 
Di bawah ini tabel 3.2 menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan 
oleh pajak parkir. 
 
Tabel 3.2 
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah 
Kabupaten Boyolali 
Tahun 2006-2009 
       
No Ayat Pajak Daerah 
Tahun 
2006 2007 
Target Realisasi Target Realisasi 
1 Pajak Parkir 1.150.000 1.347.500 1.750.000 2.040.200 
2 Total Pajak Daerah 7.558.081.000 9.442.747.838 9.642.340.000 10.619.322.722 
3 
Konstribusi Pajak 
Parkir  (%) 
 0.01%  0.02% 
 
 




No Ayat Pajak Daerah 
Tahun 
2008 2009 
Target Target Target Realisasi 
1 Pajak Parkir 2.300.000 4.037.500 2.300.000 42.018.850 





 0.04%  0.85% 
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Kontribusi pajak terhadap PAD tertinggi pada tahun 2006 sedangkan 
kontribusi tertinggi pada tahun 2009 untuk pajak parkir. Kontribusi pajak 
restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2006 sebesar 0.89%, 
namun dari tahun 2007 sampai tahun 2009 pajak restoran memberikan 
kontribusi yang tetap yaitu sebesar 0.85%, terjadi penurunan sebesar 0.04%. 
Walaupun terjadi kenaikan pada realisasi namun terjadi penurunan pada 
kontribusi, sebab pajak restoran tidak dapat mengimbangi total dari pajak 
daerah. Kontribusi terbesar dari pajak daerah diberikan oleh PPJU (Pajak 
Penerangan Jalan Umum), sebagai contoh realisasi penerimaan PPJU tahun 
2007 sebesar Rp9.049.499.311 dari total pajak daerah sebesar 
Rp9.656.895.702 sehingga kontribusi yang diberikan oleh PPJU sebesar 
93.71%. 
Kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Tahun 2006 kontribusi yang diberikan sebesar 0.01%, tahun 2007 
sebesar 0.02% terjadi kenaikan 0.01% dari tahun 2006, untuk tahun 2008 
sebesar 0.04% terjadi kenaikan sebesar 0.02% dari tahun sebelumnya, tahun 
2009 pajak parkir memberikan konstribusi yang cukup signifikan yaitu 
sebesar 0.33% atau terjadi kenaikan sebesar 0.29%. Kenaikan sebesar 0.29% 
dikarenakan adanya tambahan objek pajak parkir baru dari Bandar Baru Adi 
Sumarmo Surakarta di pertengahan tahun. Untuk rencana anggaran pajak 
parkir tahun 2010 DPPKAD berencana menetapkan target yang lebih tinggi 
sebesar Rp65.322.108 pada bulan November mendatang, hal ini dikarenakan 
terdapat objek pajak baru yang potensial. 
 
  46 
Dari analisa mengenai kontribusi pajak parkir dan pajak restoran di atas 
terlihat bahwa kontribusi pajak restoran dan pajak parkir masih di bawah 1%, 
hal ini mengindikasikan bahwa pajak restoran dan pajak parkir merupakan 
bagian yang kecil dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. 
 
2. Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kabupaten Boyolali 
 
Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara 
pengkalian data hasil observasi objek penelitian dengan tarif pajak restoran 
maupun pajak parkir. Sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak yang 
terutang yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut (Mahmudi, 2007). Dalam 
hal ini pajak restoran ditetapkan sebesar 10%, sedangkan untuk pajak parkir 
dikenakan tarif 15%. 
 
a. Potensi Pendapatan Pajak Restoran 
 Potensi pendapatan pajak restoran dihitung dari pendapatan bersih sampel 
pajak restoran selama satu hari atau sering disebut dengan Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 7 hari untuk masing masing 














DPP = Pendapatan bersih per hari 
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Tabel 3.3 
Potensi Pendapatan Wajib Pajak Restoran  
 








1.100.000 7.700.000 33.000.000 
2 
Rumah Makan Elang 
Sari 
120.000 840.000 3.600.000 
3 
Warung Makan Soto 
Rumput 
45.000 315.000 1.350.000 
 
 
 Dari ketiga sampel tersebut, Pemancingan Taman Air Tlatar memiliki 
potensi pendapatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp7.700.000 tiap 
minggunya dan Rp33.000.000 tiap bulannya. Ini dikarenakan Pemancingan 
Taman Air memiliki potensi yang besar terletak dikawasan wisata air. Untuk 
objek pajak rumah makan, penulis mengambil sampel Rumah Makan Ealang 
Sari yang memiliki potensi pajak sebesar Rp840.000 tiap minggunya dan 
Rp3.600.000 tiap bulannya. Terdapat selisih yang cukup besar jika 
dibandingkan dengan pajak dari pemancingan Taman Air Tlatar. Sedangkan 
untuk warung makan penulis mengambil sampel Warung Makan Soto Rumput 
yang memiliki potensi pendapatan setiap minggunya sebesar Rp315.000 dan 
sebesar Rp1.350.000 tiap bulannya. 
 
Tabel 3.4 
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Restoran dalam 1 Bulan 
 





1 Pemancingan Taman Air Tlatar 33.000.000 3.300.000 
2 Rumah Makan Elang Sari 3.600.000 360.000 
3 Warung Makan Soto Rumput 1.350.000 135.000 
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Mahmudi (2007) menjelaskan estimasi potensi pajak terutang yang 
ditanggung oleh wajib pajak diperoleh dengan cara pengkalian observasi 
mengenai potensi pendapatan objek selama 1 bulan dan dikalikan dengan tarif 
pajak restoran, yaitu sebesar 10%. Estimasi potensi pajak Pemancingan 
Taman Air Tlatar sebesar Rp3.300.000, untuk Rumah Makan Elang Sari 
estimasi potensi pajak sebesar Rp360.000 dan estimasi potensi pajak Warung 
Makan Soto Rumput sebesar Rp135.000. Berikut ini penerimaan pajak 
restoran dari masing-masing sampel selama 3 bulan. Pemancingan Air Tlatar 
memliki estimasi potensi pajak yang besar sebab memiliki penerimaan yang 
cukup besar, letak yang strategis di Wisata Taman Air merupakan salah satu 
faktor pedukung penerimaan omzet yang besar untuk Pemancingan Taman 
Air. Sedangkan Rumah makan elang sari dan warung makan soto rumput 
memiliki estimasi potensi pajak yang tidak terlalu besar karena penerimaan 
bersih yang didapat tidak terlalu besar. 
 
Tabel 3.5 
Penerimaan Pajak Restoran  
Januari- Maret 2010 
 
No Wajib Pajak Januari Februari Maret Jumlah 
1 Pemancingan Taman Air Tlatar 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000 
2 Rumah Makan Elang Sari 300.000 300.000 300.000 900.000 
3 Warung Makan Soto Rumput 125.000 125.000 125.000 375.000 









  49 
Tabel 3.6 












Potensi  (%) 
Pemancingan Taman 
Air Tlatar 
9.000.000 9.900.000 900.000 9.09% 
Rumah Makan Elang 
Sari 
900.000 1.080.000 180.000 16.66% 
Warung Makan Soto 
Rumput 
375.000 405.000 30.000 7.40% 
 
Sesuai dengan analisa di atas, penerimaan pajak restoran Bulan Januari 
sampai dengan bulan Maret 2010 masih kurang jika dibandingkan dengan 
potensi yang dihitung oleh penulis. Pemancingan Taman Air hanya menyetor 
pajaknya rata-rata Rp 3.000.000 tiap bulannya padahal memiliki potensi pajak 
Rp 3.300.000 tiap bulannuya yang terdapat selisih sebesar Rp 300.000. 
Perbandingan penerimaan dengan potensi pajak sebesar 9.09%. Untuk Rumah 
makan Elang Sari penerimaan pajak tiap bulannnya rata-rata Rp 300.000 yang 
sebenarnya memiliki potensi pajak sebesar Rp360.000 tiap bulannya yang 
terdapat selisih sebesar Rp 60.000. Perbandingan penerimaan dengan potensi 
pajak yang dimiliki sebesar 16.66%.  Warung Makan Soto Rumput menyetor 
pajak Rp 125.000 tiap bulannya, hal ini berbeda dengan penghitungan potensi 
yang sebenarnya yaitu sebesar Rp 135.000 tiap bulannya. Perbandingan 
penerimaan dan potensi pajak yang dimiliki sebesar 7.40%. Pajak yang disetor 
oleh masing-masing sampel masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan 
perhitungan estimasi potensi pajak restoran. 
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b. Potensi Pajak Parkir 
Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih 
sampel pajak parkir selama satu hari (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 
7 hari untuk masing-masing sampel. Sehingga ditemukan potensi pendapatan 
selama 1 minggu. Untuk menghitug DPP penulis melakukan observasi 
langsung ke objek penelitian. Untuk menghitung DPP penulis menghitung 
rata-rata total kendaraan untuk hari yang ramai dan sepi dan mengalikannya 
dengan tarif parkir masing masing tempat. Umtuk Pemancingan Taman Air 
dan Bandar Baru Adi Sumarmo Surakarta. DPP dihitung dari jumlah rata-rata 
total kendaraan sepeda motor yang telah dikali dengan tarif parkir kemudian 




Frekuensi Parkir rata-rata menurut jenis kendaraan 
 















Sepeda motor 50 34 42 2.000 84.000 




Sepeda Motor 250 70 160 500 
140.000 
Mobil 100 20 60 1.000 
4 
Bandara Udara Adi 
Sumarmo Surakarta 
Sepeda Motor 100 50 75 1.000 
135.000 
Mobil 300 100 200 3.000 
 
 
DPP = Rata-rata Total Kendaraan x Tarif Parkir 
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DPP untuk pajak parkir di Terminal Bus Sunggingan Boyolali sebesar 
Rp84.000, dengan jumlah rata-rata kendaraan sepeda motor 42 dan tarif parkir 
sebesar Rp2.000. Untuk Swalayan Luwes DPP sebesar Rp82.500 dengan rata-
rata jumlah sepeda motor 165 dan dikenakan tarif Rp500. Pemancingan 
Taman Air memeliki DPP Rp140.000 dengan rata-rata kendaraan sepeda 
motor 160 dikenakan tarif Rp500 dan rata-rata total kendaraan mobil  60  
dikenakan tarif Rp1.000. Sedangkan untuk Bandara Udara Adi Sumarmo 
DPPnya sebesar Rp135.000 dengan rata rata kendaraan sepeda motor 75 yang 
dikenakan tarif Rp1.000 dan rata-rata total kendaraan mobil  200  dikenakan 
tarif Rp3.000,- 
Tabel 3.8 
Potensi Pendapatan Wajib Pajak Parkir 
 






Terminal Bus Sunggingan 
Boyolali 
84.000 588.000 2.520.000 
2 Luwes swalayan 82.500 577.500 2.475.000 
3 Pemancingan Taman Air Tlatar 140.000 980.000 4.200.000 
4 
Bandar Baru Udara Adi 
Sumarmo Surakarta 
135.000 945.000 4.050.000 
 
Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersih sampel 
pajak parkir selama satu hari (DPP) yang dikalikan lama operasi, yaitu 7 hari 
untuk masing-masing sampel. Sehingga ditemukan potensi pendapatan selama 
1 minngu. Bandar Baru Adi Sumarmo Surakarta memiliki potensi pendapatan 
yang cukup besar yaitu sebesar Rp945.000 tiap minggunya dan Rp 4.050.000 
tiap bulannya. Potensi pajak parkir di  Terminal Bus Sunggingan Boyolali 
potensi pajak parkir tiap minggunya Rp588.000 dan Rp 2.520.000 tiap 
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bulannya. Sedangkan Potensi Pajak Parkir di Pemancingan Taman Air Tlatar 
memiliki potensi pendapatan pajak parkir sebesar Rp980.000 setiap 
minngunya dan Rp4.200.000 untuk setiap bulannya. Potensi pajak parkir 
tertinggi dari Pemancingan Taman Air Tlatar karena banyaknya jumlah 
kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir disana. Objek pajak parkir di 
terminal sunggingan memiliki perhitungan potensi terendah, karena sedikitnya 
kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir di Terminal Sunggingan. 
 
Tabel 3.9 
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Parkir  dalam 1 Bulan 
 





1 Terminal Bus Sunggingan Boyolali 2.520.000 378.000 
2 Luwes swalayan 2.475.000 371.250 
3 Pemancingan Taman Air Tlatar 4.200.000 630.000 
4 Bandara Udara Adi Sumarmo 4.050.000 607.500 
 
Estimasi potensi penerimaan pajak parkir dapat dihitung dengan cara 
mengkalikan potensi pajak parkir selama satu bulan dengan tarif pajak parkir 
sebesar 15%. Sehingga estimasi potensi penerimaan pajak tiap bulan di 
Terminal Bus Sunggingan Boyolali sebesar Rp 378.000. Untuk swalayan 
luwes Rp 371.250 potensi penerimaan pajak parkir yang dimiliki tiap 
bulannya, sedangkan untuk Pemancingan Taman Air Tlatar memiliki potensi 
penerimaan pajak sebesar Rp630.000 setiap bulannya. Dan untuk Bandar Baru 
Adi Sumarmo Surakarta memiliki potensi tertinggi yaitu sebesar Rp 607.500 
setiap bulannnya. Estimasi potensi penerimaan pajak parkir untuk masing-
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Penerimaan Pajak Parkir 
Januari- Maret 2010 
 
No Wajib Pajak Januari Februari Maret Jumlah 
1 
Terminal Bus Sunggingan 
Boyolali 
50.000 50.000 50.000 150.000 
2 Luwes swalayan 60.000 60.000 60.000 180.000 
3 Pemancingan Taman Air Tlatar 100.000 100.000 100.000 300.000 
4 Bandara Udara Adi Sumarmo 175.000 175.000 175.000 525.000 
Sumber:DPPKAD Kab Boyolali 
 
Tabel 3.11 












Potensi  (%) 
Terminal Bus Sunggingan 
Boyolali 
150.000 1.134.000 984.000 86.77% 
Luwes swalayan 180.000 1.113.750 933.750 83.38% 
Pemancingan Taman Air 
Tlatar 
300.000 1.890.000 1.590.000 84.12% 
Bandara Udara Adi 
Sumarmo 
525.000 1.822.500 1.297.500 71.19% 
 
Dari hasil analisa di atas, penerimaan pajak restoran Bulan Januari 
sampai dengan bulan Maret 2010 masih sangat kurang jika dibandingkan 
dengan potensi yang dihitung oleh penulis. Terminal Bus Sunggingan 
Boyolali yang memiliki potensi pajak tiap bulannnya sebesar Rp 378.000 
hanya menyetor pajak sebesar Rp50.000 untuk tiap bulannya. Perbandingan 
penerimaan dan potensi cukub besar yaitu 86.77%. Swalayan Luwes hanya 
menyetor pajaknya rata-rata Rp60.000  tiap bulannya padahal memiliki 
potensi pajak Rp371.250 tiap bulannya yang terdapat selisih sebesar 
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Rp311.250 dengan perbandingan penerimaan dengan potensi pajak sebesar 
83.38%. Untuk Pemancingan Taman Air Tlatar penerimaan pajak tiap 
bulannnya rata-rata Rp100.000 yang sebenarnya memiliki potensi pajak 
sebesar Rp630.000 tiap bulannya yang terdapat selisih sebesar Rp530.000. 
Perbandingan penerimaan dengan potensi pajak yang dimiliki sebesar 78.83%.  
Bandara Udara Adi Sumarmo menyetor pajak Rp175.000 tiap bulannya, hal 
ini berbeda dengan penghitungan potensi yang sebenarnya yaitu sebesar 
Rp607.500 tiap bulannya. Perbandingan penerimaan dan potensi pajak yang 
dimiliki sebesar 71.19%. Wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan 
potensi yang pajak parkir yang dikelolanya. 
 
3. Efektifitas penerimaan pajak 
Handoko (2003) menjelaskan efektivitas yaitu hubungan antara output 
dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat 
output tertentu, kebijakan dan prosedur dari suatu organisasi. Pajak Restoran 
dan parkir dapat dikatakan efektif apabila selisih realisasi penerimaan dan 
target yang dianggarkan mengalami selisih positif  (lebih dari 100%) dan 
dikatakan kurang atau tidak efektif apabila selisih dari realisasi dengan target 
yang dianggarkan mengalami selisih negatif  (kurang dari 100%). 
Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Restoran dan 
Parkir di kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan antara rencana yang dianggarkan dengan realisasi 
penerimaan pajak restoran dan pajak parkir dalam tahun yang sama. Rumus 
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untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak parkir 
tahun anggaran 2006 sampai 2009 adalah sebagai berikut: 
 
Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak 
x 100% 
Target Penerimaan Pajak 
 
 Perhitungan efekivitas pajak restoran dan pajak parkir dapat dilihat 
dalam tabel 3.12 sebagai berikut: 
Tabel 3.12 
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir  



















2006 80.250.000 83.910.500 104,56% 1.150.000 1.347.500 117,71% 
2007 82.850000 90.003000 108,63% 1.750.000 2.040.200 116,58% 
2008 85.500.000 94.923.500 111,02% 2.300.000 4.037.500 175,54% 
2009 85.500.000 109.180.000 127,70% 2.300.000 42.018.832 1826.91% 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali (data diolah) 
Efektivitas penerimaan pajak Restoran setiap tahun di Kantor 
DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat dihitung dengan cara: 
a. Tahun Anggaran 2006 
Efektivitas = 
 Rp  83.910.500  
x 100% = 104,56% 
 Rp  80.250.000  
      
b. Tahun Anggaran 2007 
Efektivitas = 
 Rp  90.003.000 
x 100% = 108,63% 
Rp  82.850.000  
 
c. Tahun Anggaran 2008 
Efektivitas = 
 Rp  94.923.500  
x 100% = 110,02% 
 Rp  85.500.000  
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d. Tahun Anggaran 2009 
Efektivitas = 
 Rp109.180.000  
x 100% = 127,70% 
 Rp  85.500.000  
 
Perhitungan Efektivitas pajak Parkir tiap tahunnya 
a. Tahun Anggaran 2006 
Efektivitas = 
 Rp    1.347.500  
x 100% = 117,71% 
 Rp    1.150.000  
 
b. Tahun Anggaran 2007 
Efektivitas = 
 Rp    2.040.200  
x 100% = 116,58% 
 Rp    1.750.000  
 
c. Tahun Anggaran 2008 
Efektivitas = 
 Rp    4.037.500  
x 100% = 175,54% 
 Rp    2.300.000  
 
d. Tahun Anggaran 2009 
Efektivitas = 
 Rp  42.018.832  
x 100% = 1826.91% 
 Rp    2.300.000  
 
Bedasarkan perhitungan tabel 3.12 tersebut, dapat dikatakan bahwa 
realisasi penerimaan pajak restoran dan parkir di DPPKAD Kabupaten 
Boyolali mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk pajak restoran rata-rata 
terjadi peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2009 
terjadi kenaikan sebesar 16%. Kenaikan-kenaikan ini disebabkan adanya 
rumah makan dan warung makan baru yang menjadi objek pajak. Sedangkan 
untuk pajak parkir sempat terjadi penurunan di tahun 2007 sebesar 0.73% 
dikarenakan turunnya omzet dari objek pajak parkir namun pada tahun 2008 
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terjadi kenaikan sebesar 59%. Dan terdapat objek pajak parkir baru dari 
Bandar Baru Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2009 yang menyebabkan 
terjadinya kenaikan persentase penerimaan signifikan sebesar 1.651%. 
Tingkat efektivitas terendah untuk pajak restoran pada tahun 2006 
yaitu sebesar 104,56% dan tahun 2007 sebesar 116,58% untuk pajak parkir. 
Sedangkan efketifitas tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 127,70% untuk 
pajak restoran dan 1826,91% untuk pajak parkir. Pajak Parkir teralisasi lebih 
sebesar 1826,91 % atau sebesar Rp. 39.718.832,- karena adanya tambahan 
obyek/subyek baru wajib pajak parkir ( PT. Penata Sarana ) di Bandar Baru 
Adi Sumarmo Surakarta. 
 Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi 
penerimaan pajak Restoran dan Parkir selalu melebihi target yang ditentukan 
oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali. Ini menunjukkan bahwa pemungutan 
pajak restoran pajak restoran dan pajak parkir yang dilakukan oleh DPPKAD 
kabupaten Boyolali sudah cukup efektif , melalui perbandingan antara target 














Dari analisis dan pembahasasn yang telah dilakukan dapat ditemukan 
adanya kelebihan dan kelemahan dalam penghitungan potensi pajak restoran dan 
pajak parkir, adapun kelebihan dan kelemahan adalah sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN 
1. Realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir selalu mengalami 
peningkatan selama tahun anggaran 2006-2009. 
2. Tahun 2006 samai dengan tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Restoran 
dan Pajak Parkir dapat sesuai rencana atau target yang ditetapkan, selalu 
diatas 100%. 
3. Pajak Restoran memiliki rata-rata tingkat efektivitas 112.98% dan untuk 
pajak parkir memiliki rata-rata tingkat efektivitas sebesar 136.61%, 
sehingga sudah dapat dikatakan efektif. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Tidak adanya perhitungan potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
sehingga penentuan anggaran atau target Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki objek pajak.  
2. Tidak adanya petugas pemerikas pembukuan Wajib Pajak, hal ini 
berakibat Wajib Pajak memnyembunyikan omzet penjualan yang 
sebenarnya. 
3. Kurangnya petugas pemungut pajak, luasnya wilayah pemungutan serta 
keterbatassan waktu mengakibatkan petugas pajak enggan melakukan 
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penagihan kepada Wajib Pajak, sehingga mengakibatkan penerimaan 
Pajak Restoran dan Pajak Parkir kurang optimal. 
4. Kontribusi yang diberikan Pajak Restoran dan Pajak Parkir selama tahun 
2006-2009 masih tergolong rendah, karena di bawah 1% dari total 



























Berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil 
kesimpulan: 
1. Kontribusi pajak restoran dan pajak parkir tidak memberikan kontribusi 
yang besar terhadap PAD. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan 
asli daerah pada tahun 2006 sebesar 0.89%, namun dari tahun 2007 sampai 
tahun 2009 pajak restoran memberikan kontribusi yang tetap yaitu sebesar 
0.85%, terjadi penurunan sebesar 0.04%. Kontribusi yang diberikan oleh 
pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2006 
kontribusi yang diberikan sebesar 0.01%, tahun 2007 sebesar 0.02% 
terjadi kenaikan 0.01% dari tahun 2006, untuk tahun 2008 sebesar 0.04% 
terjadi kenaikan sebesar 0.02% dari tahun sebelumnya, tahun 2009 pajak 
parkir memberikan konstribusi yang cukup signifikan yaitu sebesar 0.33% 
atau terjadi kenaikan sebesar 0.29%. Kenaikan sebesar 0.29% dikarenakan 
adanya tambahan objek pajak parkir baru dari Bandar Baru Adi Sumarmo 
Surakarta di pertengahan tahun. Kontribusi yang diberikan kepada PAD 
dari penerimaan pajak restoran dan pajak parkir yang diterima masih 
tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan kontribusi 
dari tahun 2006 s/d 2009 masih di bawah 1%, hal ini mengindikasikan 
bahwa pajak restoran dan pajak parkir merupakan bagian kecil dari 
pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Besarnya kontribusi 
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dipengaruhi oleh besarnya realisasi penerimaan. Semakin besar 
penerimaan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan. 
2. Realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak parkir yang diterima masih 
tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya selisih perhitungan 
potensi yang telah dilakukan dengan pajak yang dibayarkan. Penerimaan 
pajak restoran masih kurang jika dibandingkan dengan potensi yang 
dihitung oleh penulis. Pemancingan Taman Air hanya menyetor pajaknya 
rata-rata Rp3.000.000 tiap bulannya yang terdapat selisih sebesar 
Rp300.000 dengan potensi sebenarnya. Perbandingan penerimaan dengan 
potensi pajak sebesar 9.09%. Untuk Rumah makan Elang Sari penerimaan 
pajak tiap bulannnya rata-rata Rp300.000 yang sebenarnya memiliki 
potensi pajak sebesar Rp360.000 tiap bulannya yang terdapat selisih 
sebesar Rp60.000. Perbandingan penerimaan dengan potensi pajak yang 
dimiliki sebesar 16.66%.  Warung Makan Soto Rumput menyetor pajak 
Rp125.000 tiap bulannya, hal ini berbeda dengan penghitungan potensi 
yang sebenarnya yaitu sebesar Rp135.000 tiap bulannya. Perbandingan 
penerimaan dan potensi pajak yang dimiliki sebesar 7.40%. Pajak yang 
disetor oleh masing-masing sampel masih terlalu rendah jika dibandingkan 
dengan perhitungan estimasi potensi pajak restoran. Terminal Bus 
Sunggingan Boyolali yang memiliki potensi pajak tiap bulannnya sebesar 
Rp378.000 hanya menyetor pajak sebesar Rp50.000 untuk tiap bulannya. 
Perbandingan penerimaan dan potensi cukub besar yaitu 86.77%. 
Swalayan Luwes hanya menyetor pajaknya rata-rata Rp60.000  tiap 
bulannya padahal memiliki potensi pajak Rp371.250 tiap bulannya yang 
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terdapat selisih sebesar Rp311.250 dengan perbandingan penerimaan 
dengan potensi pajak sebesar 83.38%. Untuk Pemancingan Taman Air 
Tlatar penerimaan pajak tiap bulannnya rata-rata Rp100.000 yang 
sebenarnya memiliki potensi pajak sebesar Rp630.000 tiap bulannya yang 
terdapat selisih sebesar Rp530.000. Perbandingan penerimaan dengan 
potensi pajak yang dimiliki sebesar 84.12%. Bandara Udara Adi Sumarmo 
menyetor pajak Rp175.000 tiap bulannya, hal ini berbeda dengan 
penghitungan potensi yang sebenarnya yaitu sebesar Rp607.500 tiap 
bulannya. Perbandingan penerimaan dan potensi pajak yang dimiliki 
sebesar 71.19%. Wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan potensi 
yang pajak parkir yang dikelolanya. Wajib pajak tidak membayar pajak 
sesuai dengan potensi yang dimiliki, umumnya wajib pajak membayarkan 
pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan yang di 
dapat. 
3. Pemungutan pajak restoran dan pajak parkir di DPPKAD Kabupaten 
Boyolali dapat dikatakan sudah efektif. Hai ini dapat dilihat dari realisasi 
penerimaan Pajak restoran dan pajak parkir pada tahun anggaran 2006 s/d 
2009. Ditahun anggaran 2006 anggaran yang telah ditetapkan untuk pajak 
restoran Rp80.250.000 dan terealisasi Rp83.910.500, dengan tingkat 
efektivitas 104,56%. Sedangkan untuk pajak parkir anggaran yang 
ditetapkan di tahun 2006 sebesar Rp1.150.000 dapat terealisasi 
Rp1.347.500 dan 117,71% tingkat keefektivitasnya. Tingkat efektivitas 
tahun anggaran 2007 pajak restoran sebesar 108,63% dengan anggaran 
Rp82.850000 terealisasi Rp90.003.000. Tingkat efektivitas pajak parkir 
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tahun 2007  116,58% sesuai realisasi Rp2.040.200 dari anggran 
Rp1.750.000. Ditahun 2008 dan 2009 anggaran untuk pajak daerah sama 
Rp85.500.000, namun realisasi untuk tahun 2008 sebesar Rp94.923.500 
dan Rp109.180.000 untuk tahun 2009. Efektivitas sebesar1 11,02% dan 
127,70% pajak parkir terjadi selisih efektivitas yang signifikan sebesar 
1826.91% pada taun 2009 yang sebelumnya hanya 175,54%. Realisasi 
penerimaan pajak Restoran dan Parkir selalu melebihi target yang 
ditentukan oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali. Ini menunjukkan bahwa 
Kabupaten Boyolali sudah sangat efektif karena tingkat pencapaian target 
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B. SARAN 
 
Saran yang bisa penulis berikan kepada pihak DPPKAD Kabupaten 
Boyolali agar dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan pajak parkir 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemkab Boyolali perlu menaikkan target tiap tahun dengan cara 
melakukan perhitungan potensi penerimaan sebelum menetapkan 
anggaran. 
2. Perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan 
wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omzet 
penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai 
dengan potensi yang dimiliknya, 
3. DPPKAD Kabupaten Boyolali hendaknya lebih menguasai wilayah dan 
lebih efektivitas dalam menggali potensi yang ada, sehingga diharapkan 
pencairan tunggakan pajak oleh WP dapat terealisasi sehingga 
memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap penerimaan pajak. 
4. Memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, 
sehingga dapat menambah semangat kerja bagi pegawai lainnya. 
5. Perlu adanya peningkatan kinerja dan profesionalitas semua petugas pajak 
serta menjalin koordinasi antar unit kerja guna membentuk suatu sinergi 
yang lebih solid dalam melaksanakan tugas. 
6. Penelitian Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan karena keterbatasan 
data dan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap penelitian 
selanjutnya dapat lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian 
berikutnya. 
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